WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 76 TAHUN 2019
TENTANG

INOVASI PELAYANAN MELAYANI HARI MINGGU DAN MENGANTAR IZIN
TANPA BIAYA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

Menimbang

Mengingat :

SATU PINTU KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

. bahwa dalam rangka memenuhi pasal 386 ayat (1) dan

ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan daerah;

. bahwa untuk mempermudah dan mempercepat

pemberian  pelayanan  perizinan  sebagai upaya
peningkatan pelayanan perizinan dan inovasi pelayanan
kepada masyarakat selaku pelaku usaha;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Inovasi Pelayanan Melayani Hari Minggu
dan Mengantar Izin Tanpa Biaya pada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Banjarmasin;

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
Tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il di Kalimantan
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang

Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4724);

3.Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4846);



4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
221);

9. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Daftar
Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang
Terbuka dengan Persyaratan di bidang Penanaman Modal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
97);

10.Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 Tentang
Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);

11.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang
Petunjuk Tekhnis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan
Standar pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 749);

12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2009
tentang Kewenangan Dan Tata Kelola Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah
Kota Banjarmasin Tahun 2009 Nomor 7) sebagaimana
telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan
Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota



Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kewenangan
Dan Tata Kelola Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin
Tahun 2013 Nomor 17 Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 17);

13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun
2013 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal
(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2013 Nomor
10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor
39);

14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016
Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin
Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG INOVASI PELAYANAN

MELAYANI HARI MINGGU DAN MENGANTAR IZIN TANPA
BIAYA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA BANJARMASIN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

L.
2,

Daerah adalah Kota Banjarmasin.

Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh
Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut
azas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;

. Pemerintah Kota Banjarmasin adalah Walikota dan perangkat daerah.

4.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang

selanjutnya disebut DPMPTSP, adalah unsur perangkat daerah yaitu
Dinas yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola semua bentuk
pelayanan perizinan di daerah dengan sistem satu pintu.

.Kepala Dinas adalah dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu

satu pintu kota banjarmasin.

. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Penananam Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin.

. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Penanam Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin.



8.Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Penanaman Modal dan

0.

10.

1L,

12.

13.

14. Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara
adalah setiap institusi penyelenggara Negara, korporasi, lembaga independen
yang dibentuk berdasarkan Undang-undang untuk kegiatan pelayanan
publik.Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut Pelaksana
adalah pejabat, pegawai, petugas dan setiap orang yang bekerja di dalam
organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasi.

Petugas Pengantar Berkas adalah Petugas pengantar Berkas di Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin.

Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai
pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas
pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat
dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan
terukur.

Pelayanan Perizinan Terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan
perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari
tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan satu
tempat dan satu pintu.

Biaya Pelayanan adalah segala biaya dengan nama atau sebutan apapun
uang dikeluarkan oleh pemohon untuk memperoleh dokumen yang
dikeluarkan oleh penyelenggara pelayanan yang besarnya dan tata cara
pembayarannya telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah atau
Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang , jasa dan
/ atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Penyelenggara
Pelayanan Publik.

serangkaian tindakan pelayanan publik.

15. Inovasi adalah suatu penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada

atau yang sudah dikenal sebelumnya

16. Melayani Hari Minggu yang disingkat dengan Mahing adalah pelayanan

inovasi untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat atau pelaku
usaha untuk mendapatkan informasi dan mengurus izin secara
perorangan secara efektif, efesien, dalam rangka pelayanan yang
berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur yang dilakukan
khusus Hari Minggu di tempat umum.

17. Mengantar Izin Tanpa Biaya yang disingkat Mantab adalah pelayanan

inovasi untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat atau pelaku
usaha yang belum mengambil berkas selama 5 (lima ) hari kerja setelah
diterbitkan akan diantar oleh petugas pengantar berkas tanpa dipungut
biaya.



Pasal 2

Maksud ditetapkannya Pelayanan Mahing dan Mantab adalah
memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus
mendapatkan informasi , pendaftaran perizinan sekaligus melayani
mengantarkan berkas izin yang sudah selesai .

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Pelayanan Inovasi adalah untuk :

a. memberikan kepastian hukum dan akses yang lebih luas bagi
masyarakat untuk memperoleh pelayanan;

b. mewujudkan terselenggaranya pelayanan berkualitas;

c. mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan,pasti,
terjangkau dan tepat waktu,

d. meningkatkan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik.

Pasal 4

Ruang lingkup Pelayanan Inovasi pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang diatur dalam Peraturan Walikota ini
adalah pelayanan perizinan dan pengantaran berkas izin yang sudah
selesai.

BAB II
PELAYANAN MAHING DAN MANTAB

Pasal 5

(1). Pelayanan Mahing diselenggarakan dengan ketentuan ketentuan

sebagai berikut :
a. pelayanan pendaftaran semua perizinan
b. pelayanan dilaksanakan pada setiap Hari Minggu (kecuali hari
besar/libur pukul 08:00 s/d 12:00 wita.
c. pelayanan dilakukan ditempat umum

. Pelayanan Mantab diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. pelayanan antar berkas perizinan yang sudah selesai .
b. pelayanan dilakukan oleh pengantar berkas tanpa dipungut biaya.
Pasal 6

Waktu pengantaran berkas yang sudah selesai dan belum diambil oleh
masyarakat/pelaku usaha selama 5 (lima ) hari kerja.



BAB III
PELAPORAN

Pasal 7

DPMPTSP harus menyampaikan laporan perkembangan perizinan kepada
Walikota Banjarmasin setiap 6 (enam) bulan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin

pada tanggal 12 September 2C19
WALIKOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA
Diundangkan di Banjarmasin

pada tanggal 12 September 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

A

HAMLI KURSANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2019 NOMOR 6



